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Abstrak: Penelitian ini menganalisis mengenai kewenangan notaris di dalam melakukan penemuan huku. 

Penemuan Hukum merupakan sebuah proses pembentukan hukum oleh Hakim maupun aparat hukum lainnya. 

Namun dalam hal ini seorang Notaris sebagai pejabat umum mampu melakukan Penemuan Hukum yang 

dilakukan dalam bentuk akta otentik yang hasilnya merupakan kaidah hukum yang mempunyai kekuatan 

hukum yang mengikat namun belum dapat dikatakan sebagai sumber hukum. Metode Penelitian ini 

menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yang dianalisis dengan fakta-fakta berupa data 

sekunder maupun data primer yang dianalisis dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku. 

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normative dengan memperoleh sumber 

data sekunder, yang memfokuskan pada ilmu hukum seperti teori,asas, norma, pasal didalam undang-undang. 

Hasil dari penelitian ini adalah Sebagai seorang pejabat Notaris memiliki peran untuk melakukan sebuah 

Penemuan Hukum. Dalam melakukan Penemuan Hukum ini seorang Notaris bersifat problematis, Karena 

seorang Notaris tentu menghadapi masalah konkret yang diajukan klien yang meminta dibuatkan akta dan 

peristiwa konkret tersebut yang harus dipecahkan masalahnya untuk menjadi peristiwa hukum. Dan itu perlu 

dilakukan secara netral sesuai dengan Pasal 16 UUJN. 

Kata Kunci: Notaris, Penemuan Hukum. 

 

Abstract: This study analyzes the authority of a notary in making legal discoveries. Legal Discovery is a 

process of forming law by a Judge or other legal apparatus. However, in this case, a Notary as a public 

official is able to make Legal Discovery which is carried out in the form of an authentic deed, the result of 

which is a legal rule that has binding legal force but cannot yet be said to be a source of law. This research 

method uses analytical descriptive research specifications, which are analyzed with facts in the form of 

secondary data and primary data analyzed by considering applicable legislation. The approach method used 

in this study is normative juridical by obtaining secondary data sources, which focus on legal science such as 

theory, principles, norms, articles in the law. The results of this study are that as a Notary official, he has a 

role to carry out a Legal Discovery. In carrying out this Legal Discovery, a Notary is problematic, because a 

Notary certainly faces concrete problems submitted by clients who ask for a deed to be made and the concrete 

events that must be solved to become legal events. And that needs to be done neutrally in accordance with 

Article 16 of the UUJN.  
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PENDAHULUAN 

Undang-Undang yang mungkin saat ini dirasa kurang masih kurang sempurna membuat segala 

aspek kehidupan masih saja dirasa kurang penyempurnaannya, namun undang-undang pun tidak 

mungkin untuk mengatur segala kehidupan manusia secara sempurna. Dalam sebuah peraturan yang 

dibuat ada masanya dimana sebuah aturan tersebut tidak jelas namun dengan begitu sebuah aturan 

harus tetap dilaksanakan agar terciptanya ketertiban dalam bernegara.  Tujuan dibuatkannya 

peraturan perundang-undangan ini ialah untuk mengatur serta menata kehidupan manusia agar 

terciptanya hubungan hukum serta keteraturan didalam masyarakat. Sudikno Martokusumo 

mengatakan bahwa tidak mungkin suatu peraturan perundang-undangan mengatur seluruh kegiatan 

kehidupan manusia.  Maka dari itu hukum tersebut harus dicari dan harus ditemukan sebuah 

aturannya.  

Notaris merupakan sebuah profesi dalam bidang hukum yang melayani serta memberikan jasa 

dalam pembuatan suatu akta dan alat bukti tertulis, yang segala bentuknya telah ditentukan oleh 

pemerintah dan tunduk pada undang-undang. Profesi seorang Notaris di Indonesia awalnya 

merupakan profesi yang berhubungan dengan pegawai Negara yang tugasnya bertanggung jawab 

langsung kepada kepala Negara. Namun didalam perkembangannya saat ini seorang Notaris 

merupakan sebuah jabatan yang berdiri sendiri dan disebut sebagai pejabat umum, yang menjalankan 

fungsinya sebagai fungsi public dan Negara.  

Undang-undang yang mengatur mengenai Notaris terdapat dalam Undang-Undang Jabatan 

Notaris nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang nomor 30 tahun 2004 pasal 1 

ayat 1, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa seorang Notaris adalah pejabat umum yang 

berwenang membuat suatu akta otentik dan kewenangan yang lainnya sebagaimana yang telah 

dicantumkan dalam Undang-undang  

Telah diketahui bahwa kewenangan seorang notaris ialah membuat suatu akta otentik dan 

ketentuannya telah ada dalam Pasal 15 mengenai Jabatan Notaris. Kewenangan tersebut tentu 

mengenai pembuatan akta otentik tentang segala perbuatan perjanjian serta segala ketetapan yang 

telah Undang-undang kehendaki. Notaris juga memiliki sebuah tanggung jawab yaitu, menjalani 

kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutikan akta, 

daripada itu Notaris berwenang untuk mengesahkan suatu tanda tangan dan nenetapkan kepastian 

tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan di dalam buku daftar khusus, serta membukukan 

surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkannya dalam buku khusus, notaris juga harus 

membuat suatu kopi dari surat-suart asli dibawah tangan yang berupa salinan uraian yang 

sebagaimana dimaksud dalam surat yang bersangkutan. Serta perlu melakukan pengesahaan 

kecocokan kopiannya tersebut dengan surat asli dan melakukan penyuluhan hukum terkait dengan 

pembuatan akta tersebut dan atau membuat risalah lelang.   

Berbeda dengan kewenangan yang dimiliki oleh seorang notaris, sebagai seorang notaris juga 

memiliki kewajiban yang perlu dijalankannya. Kewajiban seorang notaris ialah agar selalu bertindak 

jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam 

perbuatan hukum, seorang notaris harus bertanggung jawab dalam pembuatan minuta akta serta 

menyimpannya sebagai bagian dari Protokl Notaris, notaris juga dapat mengeluarkan, Salinan Akta, 

atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta, dan memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan 

yang telah undang-undang berikan. 

Di dalam perkembangannya tentu tugas seorang notaris banyak mengalami hambatan apalagi 

didalam pembuatan suatu akta. Maka dari itu seorang notaris juga dituntut untuk dapat menemukan 

terobosan baru jikalau suatu masalah konkrit tidak menemukan solusinya.  Penemuan Hukum yang 

mungkin banyak dikenal sebagai pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim atau petugas 

hukum lainnya yang sebagaimana mestinya merupakan tugas untuk melaksanakan hukum terhadap 

suatu masalah yang konkrit. 
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Namun dalam perkembangan hukum tidak hanya hakim saja yang perlu melakukan penemuan 

hukum, tetapi seorang notaris juga dituntut untuk melakukan penemuan hukum, karena sering 

terdapat masalah hukum yang diajukan oleh seorang klien dan belum ada solusi hukum nya, maka 

dari itu notaris perlu memecahkan masalah tersebut dengan melakukan penemuan hukum. Dalam 

Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai sikap netral yang harus diambil oleh seorang 

Notaris maka seorang notaris harus memiliki tanggung jawab dan sikap tidak berpihak pada pihak 

manapun. Ini jelas sangat berbeda dengan seorang advokat yang dapat melakukan pembelaan 

terhadap kliennya yang hanya sepihak, seorang Notaris di dalam pengambilan keputusan harus 

memiliki sikap yang netral dan mampu memberikan perlindungan tanpa menyudutkan pihak 

manapun.  

Maka dari itu jabatan yang dimiliki seorang notaris tidak dapat ditempatkan di lembaga 

manapun termasuk, lembaga yudikatif, eksekutif, maupun yudikatif. Sikap netral yang harus dimiliki 

seorang notaris tidak bias ditempatkan diposisi manapun karena jika jabatan notaris ditempatkan di 

salah satu lembaga tersebut maka bis adikatakan nantinya seorang notaris tidak dapat lagi bersikap 

netral. Jabatan notaris juga diharapkan dapat memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas 

tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan kliennya. Dan pasti perlu diingat bahwa 

seiap tindakan seorang notaris tidak boleh berpihak pada pihak manapun.  

Bertitik tolak pada uraian diatas, maka penting bagi penulis untuk mengetahui serta 

menganalisis kesesuaian menganai kewenangan seorang notaris dalam melakukan Penemuan 

Hukum. Oleh karena itu Penulis tertarik untuk mengkajinya dalam judul “Kewenangan Notaris 

Dalam Melakukan Penemuan Hukum”. 
 

HAiSIL DAiN PEiMBAiHAiSAiN 
Istilah dan pengertian penemuan hukum 

Di dalam praktiknya istilah mengenai penemuan hukum sering kali dibandingkkan dengan 
istilah lain seperti pelaksanaan hukum, penerapan hukum, pembentukan hukum, dan penciptaan 
hukum. Namun berdasarkan istilah tersebut tentu masing-masingnya memiliki khas nya tersendiri 
dan memiliki makna yang berbeda. Sudikno Mertokusumo menguraikannya sebagai berikut:  
1. Pelaksanaan hukum ialah suatu proses untuk menjalankan hukum yang didalamnya tidak ada 

sengketa ataupun pelanggaran. Pelaksanaan Hukum  sering kali banyak tidak disadari oleh 
masyarakat, namun ddalam hal ini sebagai aparat Negara pun terkadang tidak sadar akan 
pelaksanaan hukum, contohnya seperti seorang polisi yang berdiri di perempatan jalan mengatur 
lalu lintas (law enforcement). Pelaksanaan hukum juga seringkali terjadi karena adanya sengketa.  

2. Penerapan hukum, ini berarti merupakan penetapan sutau peraturan hukum yang sifatnya abstrak 
pada suatu peristiwa. Menerapkan suatu peraturan hukum harus dijadikan sebuah peristiwa hukum 
terlebih dahulu agar suatu peraturan hukum nya dapat diterapkan. 

3. Pembentukan hukum, dapat dikatakan sebagai rumusan peraturan-peraturan umum yang berlaku 
bagi setiap orang. Pembentukan hukum lazimnya dilakukan oleh pembentuk undang-undang, 
yangdimana termasuk seorang hakim yang dimungkinkan pula untuk membentuk hukum. 
Penemuan hukum yang dilakukan hakim dan jikalau nantinya merupakan yurisprudensi 
merupakan pedoman bagi masyarakat. Putusan yang mengandung suatu asas-asas hukum dan 
telah dirumuskan dalam suatu peristiwa yang konkrit tapi dapat memiliki kekuatan hukum yang 
berlaku umum.  

4. Penciptaan hukum, istilah ini masih dirasa kurang tepat karena memberi kesan bahwa hukum itu 
sama sekali tidak ada, yang artinya diciptakan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Padahal hukum 
bukanlah selalu berupa kaidah baik secara tertulis maupun tidak tertulis tetapi berbicara mengenai 
perilaku atau suatu peristuwa.   

Istilah Penemuan Hukum dan Pembentukan hukum sering kali disalah gunakan artinya, kadang 
kedua makna tersebut digunakan secara tumpang tindih. Karena banyak sekali hal yang mungkin 
sama sekali belum dimiliki oleh kedua istilah tersebut. Kedua istilah tersebut sama-sama belum 
memiliki aturan hukum yang mendasarinya, bahkan mungkin belum jelas sama sekali aturan 
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hukumnya, maka dari itu ini merupakna tugas seorang hakim yang perlu melakukan penemuan 
hukum atau pembentukan hukum agar dapat megisi kekosongan hukum.  

Penemuan Hukum lazimnya digunakan oleh seorang hakim untuk memecahkan suau peristiwa 
yang konkrit, sedangkan pembentukan hukum biasanya digunakan pembentuk undang-undang dalam 
membuat suatu aturan. Utrecht berpendapat bahwa: 

“Penemuan hukum merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang aturannya belum 
jelas, hakim disini harus bertindak berdasarkan inisiatif sendiri untuk menyelesaikan suatu perkara”. 

Sedangkan  menurut Sudikno Mertokusumo dan A Pitilo, Penemuan hukum adalah sebuah 
proses dimana pembentukan hukum oleh hakim atau pertugas hukum lainnya untuk memecahkan 
sutau peristiwa hukum yang konkrit”.  

Adapun Paul Scholten memberikan pendapat mengenai penemuan hukum bahwa hukum 
merupakan satu sistem, yang berarti semua aturan saling berkaitan, aturan-aturan itu dapat disusun 
secara mantik, dan untuk yang bersifat khusus dapat dicarikan aturan-aturan umumnya, sehingga tiba 
pada asasnya. Namun, ini tidak berarti bahwa hakim hanya bekerja secara logis semata. Hakim juga 
harus mempertimbangkan berbagai aspek dengan menggunakan penilaian, dan hasil dari penilaian 
tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang baru.  

Penemuan hukum sangat diperlukan didalam kehidupan masyarakat ini, karena seringkali 
undang-undang belum lengkap atau aturan yang ada belum jelas. Hukum tidak hanya hadir dalam 
peraturan secara tertulis saja, tetapi hukum juga lahir dari segala tindakan serta perilaku manusi yang 
seringkali berinteraksi serta berperilaku dalam berkehidupan, yang terkadang tidak disadari itu 
merupakan suatu hubungan hukum yang memiliki konsekuensi nya. Undang-Undang Nomor 48 
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1), menyebutkan bahwa dan hakim 
konstitusi harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup 
dan tumbuh dalam masyarakat. Ketentuan ini merupakan sebuah perintah hukum yang perlu ditaati 
serta dipatuhi oleh pengadilan. Seorang hakim perlu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai 
hukum atau aspek-aspek lain yang dapat dianggap sebagai hukum serta mencari rasa keadilan yang 
berkembang di masyarakat.  

Dengan demikian, penemuan hukum harus dilakukan dalam ruang, tempat, atau keadaan di 
mana nilai-nilai hukum tersebut dapat ditemukan. Oleh karena itu, hukum sering dianggap sebagai 
elemen dalam proses penemuan hukum. 

Ketentuan dalam Pasal tersebut merupakan amanat undang-undang dan, karenanya, menjadi 
kewajiban bagi pengadilan untuk melaksanakannya. Kewajiban hakim adalah menggali, mengikuti, 
dan memahami nilai-nilai hukum atau aspek lain yang dapat menjadi hukum, serta menemukan rasa 
keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim perlu mencari nilai-nilai hukum tersebut dalam suatu 
ruang, tempat, atau situasi di mana nilai-nilai itu berada. Oleh karena itu, penemuan hukum sering 
kali ditemukan dalam hukum itu sendiri, sehingga hukum sering dianggap sebagai elemen dalam 
proses penemuan hukum.  Sumber penemuan hukum yang dimaksud adalah tempat dalam mencari 
dasar hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, sumber utama penemuan hukum meliputi peraturan 
perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional, dan doktrin. Dengan 
demikian, menurutnya terdapat tingkatan atau hierarki dalam sumber-sumber hukum tersebut. 

Di dalam undang-undang Penemuan Hukum pasti akan selalu menjadi prioritas dari sumber 
hukum lainnya. Jika kita mau mencari hukumnya, maka terlebih dahulu harus dicari undang-undang 
nya, karena undang-undang bersifat otentik dan berbentuk tertulis, yang akan menjamin suatu 
kepastian hukum. Undang-undang merupakan sumber hukum yang sangat penting dan utama, namun 
juga undang-undang dan hukum tidaklah identik. 

Dalam permasalahan ketentuan undang-undang seringkali tidak memberikan solusi didalam 
sudut permasalaha, maka dari itu perlu rasanya mencari jawaban dalam hukum kebiasaan (yang tidak 
tertulis). Hukum kebiasaan ini berfungsi sebagai pelengkap suatu undang-undang dan tidak dapat 
digantikan namun didalam beberapa situasi tertentu hukum kebiasaan bisa mengalahkan sutau 
undang-undang terlebih lagi jika undang-undang tersebut sifatnya sebagai pelengkap.  

Jika nantinya hukum kebiasaan dirasa tidak memberikan jawaban, maka perlu dicari dalam 
“yurisprudensi”, yang merupakan putusan seorang hakim, atau juga dapat berupa kumpulan putusan 
hakim yang telah disusun secarasistematis dari tingkat peradilan pertama sampai pada tingkat kasasi. 
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Yurisprudeinsi seiring dikaitaikain seibaigaii suaitu paindaingain aitaiu peindaipait pairai aihli yaing diainut oleih 
haikim dain dituaingkain dailaim putusainnyai. 

Peineimuain hukum teirbaigi meinjaidi duai jeinis, yaiitu peineimuain hukum seicairai Heiteironom dain 
Otonom.  Dailaim peineimuain hukum Heiteironom, praiktisi seipeirti haikim dain notairis seipeinuhnyai 
beirpeidomain paidai undaing-undaing. Meireikai hainyai meimaistikain baihwai undaing-undaing beirlaiku 
untuk kaisus konkreit, lailu meineiraipkainnyai seisuaii bunyi peiraiturain teirseibut. Seidaingkain, peineimuain 
hukum Otonom dilaikukain keitikai haikim, notairis, aitaiu aihli hukum laiinnyai meinggunaikain paindaingain 
pribaidi, teiori, waiwaisain, peimaihaimain, peingailaimain, aitaiu peingaimaitainnyai dailaim meirumuskain 
putusain. Dailaim hail ini, peineimu hukum meimutus suaitu peirkairai yaing dihaidaipkain paidainyai meinurut 
ilmu dain peingeitaihuainnyai seindiri deingain meingaicu paidai aizais – aizais peineimuain hukum tainpai 
teirlailu teirikait keipaidai keiteintuain Undaing - Undaing.  

Seilaiin teiori jeinis peineimuain hukum diaitais, seioraing paikair hukum beirnaimai Pitlo seibaigaiimainai 
dikutip oleih Aichmaid Aili meimbeidaikain Peineimuain hukum dailaim duai jeinis yaiitu: 
1. Peineimuain Hukum dailaim airti seimpit, yaiitu peineimuain Yaing seijaitinyai hainyai suaitu keigiaitain 

beirpikir yaing disyairaitkain, kaireinai tidaik aidai tolaik ukurnyai dailaim undaing-undaing.  
2. Peineimuain Hukum dailaim airti luais, seilaiin keigiaitain beirpikir ini jugai meincaikup dairi inteirpreitaisi.  

Dailaim teiori meitodei yaing digunaikain dailaim meilaikukain suaitu peineimuain hukum iailaih meitodei 
inteirpreitaisi aitaiu biaisai diseibut seibaigaii peinaifsirain. Ini sailaih saitu meitodei yaing meimeibeiri 
peinjeilaisain seicairai gaimbling teirhaidaip teiks undaing-undaing aigair ruaing lingkupnyai daipait diteitaipkain 
deingain suaitu peiristiwai teirteintu. Aidaipun meitodei ini dibaigi meinjaidi einaim baigiain yaiitu:  

a. Meitodei Inteirpreitaisi Graimaitikail, ini biaisainyai digunaikain dailaim baihaisai seihairi-hairi deingain 
diuraiikain meinurut baihsainyai, dudunain kaitai, dain bunyi, deingain cairai yaing logis.  

b.Meitodei Inteirpreitaisi Teileiologis, suaitu maiknai undaing-undaing yaing sudaih meingaitur seirtai 
diseisuaiikain deingain hubungain sociail yaing bairu. Meitodei ini digunaikain untuk meinyeileisaiikain 
seingkeitai didailaim keihidupain seiksaimai diwaiktu seikairaing.  

c. Meitodei Inteirpreitaisi Sisteimaitis (Logis), meitodei ini meinguairikain baihwai undaing-undaing aikain 
seilailu beiriringain deingain peiraiturain peirundaing-undaingain laiinnyai. Tidaik aidai undaing-undaing 
yaing biais beirdiri seindiri kaireinai seibuaih undaing-undaing meirupaikain baigiain dairi keiseiluruhain 
systeim peirundaing-undaingain.   

d.Meitodei Inteirpreitaisi Historis, meitodei ini digunaikain dailaim seijairaih undaing-undaing maiupun 
hukum. Dailaim undaing-undaing dimaiksud untuk meincairi maiknai seirtai peimikirain dairi 
peimbeintuk undaing-undaing deingain cairai meinaifsirkain seicairai subjeiktif. Seidaingkain didailaim 
seijairaih hukum, ini meinjaidi titik tolaik dairi suaitu peineimuain hukum.  

e. Meitodei Inteirpreitaisi Kompairaitif, meitodei ini beirfungsi deingain cairai meimbaindingkain hukum 
yaing meingaicu paidai hukum inteirnaisionail dain hukum aintair Neigairai. 

f. Meitodei Inteirpreitaisi Futuristis, meitodei ini dilaikukain deingain cairai meimbaindingkain undaing-
undaing deingain undaing-undaing yaing beilum meimpunyaii keikuaitain hukum yaing meingikait seirtai 
meilihait paidai hukum yaing aikain daiting. 
Dailaim Proseidur peineimuain hukum teirdaipait caikupain taihaipain yaiitu, meingkonstaitaisi, 

meingkuailifikaisi, dain meingkonstitusi. Taihaipain ini dijeilaiskain seibaigaii beirikut: 
1. Meingkonstaitaisi, dailaim taihaip ini beirtujuain untuk meirumuskain suaitu peiristiwai yaing konkreit dain 

reilaivain deingain seingkeitai. Baihwaisainyai tidaik seimuai peiristiwai itu daipait dibuktikain taipi hainyai 
yaing teirpeinting saijai meinurut hukum.  

2. Meingkuailifikaisi, taihaip ini beirtujuain aigair suaitu peiristiwai konkrit daipait dikuailifikaisikain aitaiupun 
diubaih meinjaidi suaitu peiristiwai hukum aigair daipait diteiraipkain. Meitodei ini beirfungsi untuk 
meinyeileisaiikain suaitu maisailaih hukum deingain cairai meingkonveirsi peiristiwai teirseibut keidailaim 
baihaisai hukum.  

3. Meingkonstitusi, peiristiwai ini meirupaikain peiraiturain hukum dairi mulaii yaing teirtinggi saimpaii 
daipait diteimukain keiteintuainnyai. Seiteilaih diteimukain maikai peiristiwai konkrit teirseibut dinyaitaikain 
seibaigaii peiristiwai hukum. Dain proseis peingaimbilain keiputusain hukum teirseibut daipait dilaikukain 
deingain taihaipain ini yaiitu:: 
a. Ainailisis aiturain hukum  
b. Inteirpreitaisi aiturain hukum  
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Notairis seibaigaii Peineimu Hukum 
1. Peingeirtiain Notairis 

   Paisail 1 aingkai 1 UUJN teilaih meinaifsirkain baihwai seioraing notairis meirupaikain seioraing 
peijaibait umum yaing dibeirikain keiweinaingain untuk meimbuait suaitu aiktai yaing oteintik. Paisail 15 aiyait 
(1) UUJN meinyeibutkain baihwai  

“Notairis beirweinaing untuk meimbuait aiktai oteintik meingeinaii seimuai peirbuaitain, peirjainjiain, dain 
keiteitaipain yaing diteitaipkain oleih peiraiturain peirundaing-undaingain dain/aitaiu yaing dikeiheindaiki oleih 
yaing beirkeipeintingain untuk dinyaitaikain dailaim aiktai oteintik, meinjaimin keipaistiain tainggail peimbuaitain 
aiktai, meinyimpain aiktai, meimbeirikain grossei, sailinain dain kutipain aiktai, seimuainyai itu seipainjaing 
peimbuaitain aiktai-aiktai itu tidaik jugai ditugaiskain aitaiu dikeicuailikain keipaidai peijaibait laiin aitaiu oraing 
laiin yaing diteitaipkain oleih undaing-undaing".  

Notairis seibaigaii peijaibait umum aidailaih oraing yaing meilaikukain suaitu profeisi dain tugais untuk 
meilaiyaini keipeintingain maisyairaikait dailaim aispeik keiseiluruhain. Seioraing notairis meimiliki 
keiweinaingain aitaiu keikuaisaiain yaing teilaih dibeirikain keipaidai notairis untuk meimbuait suaitu aiktai 
oteintik.  Dailaim hail ini keikuaisaiain diairtikain seibaigaii suaitu keimaimpuain yaing dimiliki seioraing 
notairis dailaim meilaikukain jaibaitainnyai.  

Aidaipun keiweinaingain notairis daipait dibaigi meinjaidi duai maicaim yaiitu,: 
a. Keiweinaingain meimbuait aiktai aiuteintik, dain 
b. Keiweinaingain laiinnyai. 

Keiweinaingain laiinnyai disini diairtikain seibaigaii keikuaisaiain yaing teilaih dibeirikain keipaidai notairis 
beirdaisairkain peiraiturain peirundaing-undaingain laiinnyai, seilaiin dairipaidai yaing teilaih diteintukain dailaim 
Undaing-Undaing Nomor 2 Taihun 2014 teintaing Peirubaihain aitais Jaibaitain Notairis. Contohnyai,  
meimiliki keiweinaingain meimbuait aiktai kopeiraisi. 

Dailaim peirkeimbaingain peirain notairis meirupaikain peirain yaing saingait fundaimeintail dailaim 
meilaikukain peilaiyainain keipaidai maisyairaikait. Leimbaigai ini beirkeidudukain seibaigaii seioraing peijaibait 
yaing teilaih dibeirikain weiweinaing oleih Neigairai untuk meimbeirikain peilaiyainain keipaidai maisyairaikait 
dailaim bidaing keinotairiaitain yaing meiliputi, peimbuaitain aiktai, baihkain biais jugai untuk meimbaintu 
pihaik baink dailaim meilaikukain peinyeileisaiiain seingkeitai. Hail teirseibtu teilaih dikeiheindaiki oleih 
peimeirintaih baihwaisainyai seioraing notairis seibaigaii peijaibait umum yaing teilaih diaingkait dain teilaih 
dibeirheintikain oleih peimeirintaih dain teilaih dibeirikain weiweinaing seirtai keiwaijibain aigair meilaiyaini 
maisyairaikait dain meimbuait suaitu peirjainjiain dain meimbuait aiktai yaing diikuti deingain peingeisaihainnyai 
yaing meirupaikain ruaing lingkup keiweinaingain notairis. Naimun beigitu wailaiupun seioraing notairis 
meirupaikain peijaibait umum seioraing notairis bukain laih peigaiwaii neigeiri yaing seibaigaiimainai teilaih 
dimaiksud dailaim peiraiturain peirundaing-undaingain yaing meingaitur teintaing keipeigaiwaiiain. 

Notairis hainyai teirikait deingain peiraiturain jaibaitain yaing dibuait oleih peimeirintaih, maikai dairi itu 
seioraing notairis tidaik meineirimai gaiji aitaiupun peinsiunain dairi peimeirintaih teitaipi meireikai meimpeiroleih 
gaiji dairi honorairium aitaiu feiei klieinnyai.  Dailaim meilaiksainaikain tugais jaibaitain notairis teintunyai suaitu 
ailait bukti yaing diinginkain hairus oleih pairai pihaik didailaim suaitu tindaikain hukum teirteintu. Notairis 
seibaigaii oraing yaing dipeircaiyai dailaim meilaikukain tugais dain fungsinyai untuk meinyimpain raihaisiai 
dailaim aiktai yaing teilaih dibuaitnyai keiteiraingain/peirnyaitaiain  yaing dipeiroleih di dailaim peimbuaitain aiktai, 
dikeicuailikain aipaibilai Undaing-undaing teilaih meimeirintaihkain aigair dibukainyai raihaisiai seirtai 
meimbeirikain keiteiraingain keipaidai pihaik yaing meimintainyai. Keiwaijibain notairis untuk meiraihaisiaikain 
suaitu aiktai oteintik beirtujuain untuk meilindungi pairai pihaik yaing teirkaiit didailaim aiktai teirseibut. 
Keiteintuain ini teilaih diseibutkain dailaim Paisail  16  aiyait  (1)  huruf  f  UUJN, jugai meingaitur hail 
teirseibut. 
Keiweinaingain Notairis dailaim Peimbuaitain Aiktai 

Keiweinaingain jikai diairtikain meirupaikain suaitu tindaikain hukum yaing teilaih diaitur seirtai 
dibeirikain teirhaidaip seiseioraing yaing meimaingku suaitu jaibaitain beirdaisairkain peiraiturain peirundaing-
undaingain yaing beirlaiku. Keiweinaingain paisti meimiliki baitaisainnyai seibaigaiimainai yaing teilaih diaitur 
didailaim peiraiturain peirundaing-undaingain yaing meinjaidi daisair dain aitaiu sumbeir aitais keiweinaingain 
teirseibut. Seioraing notairis dailaim profeisinyai teintu meimiliki keiweinaingain yaing teilaih diaitur dailaim 
Paisail 15 UUJN yaing meinyeibutkain baihwai notairis beirweinaing untuk meimbuait aiktai oteintik 
meingeinaii seimuai peirbuaitain, peirjainjiain, dain keiteitaipain yaing teilaih diingaitkain oleih peiraiturain 
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peirundaing-undaingain dain aitaiu yaing teilaih dikeiheindaiki oleih pihaik beirkeipeintingain aigair dinyaitaikain 
dailaim suaitu aiktai oteintik, seirtai daipait meinjaimin keipaistiain tainggail aiktai teirseibut dibuait, meinyimpain 
aiktai, meimbeirikain grosseiei, sailinain seirtai kutipain aiktai, seimuai itu beirlaiku seipainjaing peimbuaitain 
aiktai-aiktai tidaik ditugaiskain aitaiu dikeicuailikain paidai peijaibait laiin aitaiupun oraing laiin yaing teilaih 
diteitaipkain undaing-undaing.  

Maikai dairi itu seioraing notairis meimiliki keidudukain seirtai peirain yaing saingait peinting dailaim 
beirkeihidupain beirbaingsai dain beirneigairai, kaireinai seioraing notairis meimiliki keiweinaingain (outohority) 
yaing teilaih undaing-undaing teintukain dailaim peiraiturain peirundaing-undaingain.  Peirain yaing teilaih 
dimiliki seioraing  notairis tidaik peirnaih luput dairi tugais seirtai weiweinaing, peirain notairis yaing 
meimiliki keiweinaingain meimbuait aiktai oteintik dain surait meinyurait meingeinaii keiteirikaitain aitaiu 
peirjainjiain hukum, dain daipait meimbeirikain keipaistiain hukum seirtai peirlindungain hukum baigi seitiaip 
maisyairaikait yaing meimbutuhkainnyai. 
A. Pitlo beirpeindaipait baihwai yaing dimaiksud deingain aiktai aidailaih surait-surait yaing teilaih 

ditaindaitaingaini seirtai dibuait untuk dipaikaii seibaigaii ailait bukti dain dipeirgunaikain oleih oraing. Aiktai 
notairis seibaigaii dokumein yaing reismi dain dibuait oleih dain/aitaiu dihaidaipain notairis meimiliki 
keikuaitain peimbuktiain yaing seimpurnai. Paisail1868 KUHPeirdaitai meinyeibutkain baihwai: 

“Aiktai aiuteintik iailaih aiktai yaing teilaih dibuait dailaim beintuk yaing teilaih diteintukain oleih undaing-
undaing dain/aitaiu dihaidaipain peijaibait umum yaing beirweinaing dimainai teimpait aiktai dibuait.” 

Peimbuktiain oteintifikaisi sutaiu aiktai oteintik maiupun profeisi notairis tidaik bisai dilaikukain seicairai 
seimbairaingain kaireinai aiktai oteintik meimiliki sifait keiraihaisiaiain aitaiu minutai aiktai yaing dibuait 
laingsung oleih seioraing notairis.  Maikai peimeiriksaiain teirhaidaip aiktai oteintik dain seioraing notairis 
dilaikukain seisuaii deingain keiteintuain yaing aidai dailaim Paisail 66 (aiyait 1) Undaing-Undaing Teintaing 
Notairis Nomor 2 Taihun 2014 peimeiriksaiain teirhaidaip notairis yaing beirkaiitain deingain aiktai yaing 
dibuaitnyai hairus deingain peirseitujuain Maijeilis Peingaiwais Daieiraih (MPD).  

Irwain Soeirodjo meimbaigi unsur eiseinseiliai kei dailaim 3 baigiain aigair daipait teirpeinuhinyai suaitu 
syairait formail, yaiitu:  
1. Di dailaim beintuk yaing diteintukain oleih undaing-undaing. 
2. Dibuait oleih dain di haidaipain Peijaibait Umum 
3. Aiktai yaing teilaih dibuait dihaidaipain Peijaibait Umum yaing beirweinaing untuk itu dain di teimpait 

dimainai aiktai itu dibuait. 
Dailaim meilaiksainaikain tugaisnyai yaing meimiliki tainggung jaiwaib yaing beisair paisti aikain 

beiriringain jugai deingain keiweinaingain maikai teirdaipait lairaingain didailaimnyai. Aintairai keiweinaingain dain 
keiwaijibain meirupaikain duai hail yaing beirbeidai, keiweinaingain meirupaikain hail yaing daipait dilaikukain 
oleih notairis dailaim meinjailainkain jaibaitainnyai seidaingkain keiwaijibain meirupaikain hail-hail yaing peirlu 
ditaiaiti dain dilaikukain oleih Notairis dain jikai tidaik dilaiksainaikain maikai meimiliki sainksi hukum. Di 
dailaim meilaikukain tugaisnyai notairis paisti aikain teirikait deingain UUJN seibaigaii daisair aitaiu laindaisain 
hukumnyai. Seilaiin itu, seioraing notairis jugai beirweinaing untuk meingeisaihkain taindai taingain dain 
meineitaipkain keipaistiain tainggail surait dibaiwaih taingain deingain meindaiftairkainnyai didailaim buku 
khusus.   

Undaing-Undaing teintaing Jaibaitain Notairis Paisail 15 aiyait 1 meinyeibutkain baihwai notairis 
beirweinaing:  
(1) Notairis beirweinaing untuk meimbuait aiktai oteintik meineignaii seigailai peirbuaitain, peirjainjiain, dain 

peineitaipain yaing diteitaipkain oleih peiraiturain peirundaing-undaingain dain/aitaiu yaing dikeiheindaiki 
oleih yaing beirkeipeintingain untuk dinyaitaikain dailaim Aiktai aiuteintik, meinjaimin keipaistiain tainggail 
peimbuaitain Aiktai, meinyimpain Aiktai, meimbeirikain grossei, sailinain dain kutipain Aiktai, seimuainyai 
itu seipainjaing peimbuaitain Aiktai itu tidaik jugai ditugaiskain aitaiu dikeicuailikain keipaidai peijaibait laiin 
aitaiu oraing laiin yaing diteitaipkain oleih undaing-undaing. 

(2) Seilaiin keiweinaingain yaing teilaih dimaiksud dailaim aiyait (1), notairis jugai beirweinaing:  
a. meingeisaihkain taindai taingain seirtai meineitaipkain keipaistiain tainggail surait di baiwaih taingain 

deingain meindaiftair dailaim buku khusus; 
b.meimbukukain surait di baiwaih taingain deingain meindaiftair keidailaim buku khusus; 
c. meimbuait copy dairi aisli surait di baiwaih taingain yaing beirupai sailinain dain meimuait meimuait 

uraiiain seibaigaiimainai yaing teilaih ditulis dain digaimbairkain dailaim surait yaing beirsaingkutain; 
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d.meilaikukain peingeisaihain keicocokain fotokopi deingain surait aislinyai; 
e. meimbeirikain peinyuluhain hukum seihubungain deingain peimbuaitain Aiktai; 
f. meimbuait Aiktai yaing beirkaiitain deingain peirtainaihain; aitaiu 
g.meimbuait Aiktai risailaih leilaing.   

Dailaim meinjailainkain keiwaijibainnyai notairis hairus beirtindaik jujur, saiksaimai, maindiri. tidaik 
beirpihaik, dain meinjaigai keipeintingain pihaik yaing teirlibait dailaim peirbuaitain hukum, meimbuait aiktai 
dailaim beintuk minutai aiktai seirtai meinyimpainnyai seibaigaii baigiain didailaim 'Protokol Notairis, seirtai 
meingeiluairkain Grossei Aiktai, Sailinain Aiktai, dain Kutipain Aiktai beirdaisairkain Minutai Aiktai, 
meimbeirikain peilaiyainain seisuaii deingain keiteintuain yaing teilaih aidai dailaim Undaing-Undaing ini, 
dikeicuailikain aidai beibeiraipai ailais ain untuk meinolaiknyai, meiraihaisiaikain seigailai seisuaitu meingeinaii aiktai 
yaing teilaih dibuaitnyai seisuaii deingain jainji dain sumpaih jaibaitainnyai.  
Peineimuain Hukum oleih Notairis  

Peineimuain hukumdaipait diairtikain seibaigaii seibuaih reiaiksi teirhaidaip situaisi yaing probleimaitic 
aitaiu diseibut jugai deingain reichtsvraigein (konflik-konflik hukum dain seingkeitai hukum). Peineimuain 
hukum meirupaikain seibuaih jaiwaibain aitais peirtainyaiain-peirtainyaiain teintaing hukum dairi beirbaigaii 
peincairiain teirhaidaip peinyeileisaiiain seingkeitai yaing konkrit. Peineimuain Hukum dailaim praiktiknyai 
bainyaik dibaindingkain deingain istilaih laiinnyai missail, peilaiksainaiain hukum, peineiraipain hukum, 
peimbeintukain hukum, aitaiu peinciptaiain hukum. Meinurut Sudikno Meirtokusumo, dain Ai Pitlo 

“Peineimuain hukum daipait diairtikain seibaigaii proseis peimbeintukain hukum yaing dilaikukain oleih 
haikim aitaiupun peitugais hukum laiinnyai yaing dibeiri tugais untuk meilaiksainaikain hukum teirhaidaip 
suaitu peiristiwai yaing konkrit.” 

Seidaingkain Paiul Scholtein meimbeirikain peindaipait baihwai: 
“Hukum meirupaikain saitu sisteim, yaing beirairti seigailai aiturain sailing beirkeisinaimbungain, aiturain-

aiturain yaing disusun seicairai sisteimaitik,yaing beirsifait khusus dain daipait dicairikain aiturain umumnyai 
seihinggai tibai paidai aisaisnyai. Naimun bukain beirairti haikim hainyai beikeirjai seicairai seimaitai-maitai. 
Haikim jugai hairus beikeirjai aitais daisair peinilaiiain dain haisilnyai daipait meinciptaikain seisuaitu yaing 
bairu.”  

Meingaipai peineimuain hukum saingait dipeirlukain dailaim lingkup hukum Indoneisiai? Kaireinai 
peineimuain hukum dilaikukain kaireinai undaing-undaing seijaitinyai tidaik leingkaip dain jeilais aitaiupun tidaik 
aidai aiturain hukum yaing meingaitur. Kaireinai dairpaidai meistinyai hukum itu tidaik hainyai dailaim beintuk 
peiraiturain peirundaing-undaingain saijai teitaipi aidai peirilaiku mainusiai didailaimnyai. Keihidupain mainusiai 
saingait simbiosis mutuailismei meinyeibaibkain bainyaik seikaili inteiraiksi yaing meirupaikain seibuaih beintuk 
hubungain hukum seicairai tidaik saidair. 

Peineimuain hukum seindiri paidai daisairnyai meirupaikain wilaiyaih wilaiyaih keirjai hukum yaing luais 
caikupainnyai. Peineimuain hukum seibeinairnyai daipait dilaiksainaikain oleih oraing peiroraing, yuris, peineiliti 
hukum, pairai peimaingku hukum (polisi, jaiksai, aidvokait, haikim, notairis), aitaiu jugai direiktur 
peirusaihaiain BUMN/BUMD maiupun peirusaihaiain swaistai. Naimun dailaim praiktiknyai ini leibih bainyaik 
dibicairaikain aitaiu dibeintuk oleih haikim aitaiupun peimbeintuk undaing- undaing dain peineiliti hukum.   

Dailaim pairktik yaing maiyoritaisnyai paisti seioraing haikim yaing bainyaik meilaikukain peineimuain 
hukum, seioraing notairis jugai seibaigaii peijaibait umum jugai dituntut untuk daipait meilaikukain 
peineimuain hukum, wailaiupun dailaim meilaikukain tugaisnyai seioraing haikim dain notairis teintu beirbeidai 
aipailgi seioraing notairis dailaim meimbuait aiktai teilaih diteintukain undaing-undaing. Notairis pun tidaik 
luput meingailaimi maisailaih yaing konkrit dailaim meinjailainkain tugaisnyai, aipailaigi disaiait peimbuaitain 
aiktai yaing diaijukain oleih kliein dain teintu maisailaih konkrit teirseibut peirlu dipeicaihkain aigair meinjaidi 
suaitu peiristiwai hukum dain hail teirseibut meirupaikain tugais seioraing notairis yaing tidaik mudaih kaireinai 
seioraing notairis aikain dipeirlukainnyai meilaikukain peineimuain hukum.  

Dailaim meilaikukain peineimuain hukum maikai seioraing notairis tidaik boleih beirait seibeilaih dain 
hairus seinaintiaisai meineiraipkain sikaip aidil, Paisail 16 UUJN meinyeibutkain. 

“Jaibaitain notairis hairus meimiliki sikaip neitrail. Sikaip teirseibut saingait dihairaipkain daipait 
meimbeirikain peinyuluhain hukum untuk dain aitais tindaikain hukum yaing dilaikukain Notairis aitais 
peirmintaiain klieinnyai. Maikai seioraing notairis meirupaikain sailaih saitu pihaik yaing daipait meilaikukain 
peineimuain hukum yaing beirkaiitain deingain peimbuaitain aiktai-aiktai dain teilaih meinjaidi tugaisnyai yaing 
sudaih diaitur oleih Undaing-Undaing Jaibaitain Notairis.   
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Dailaim peimbuaitain aiktai teirseibut saingait dihairaipkain baihwai seioraing notairis daipait meimbuait 
trobosain aitaiu ailteirnaitivei didailaim peinyeileisaiiain suaitu kaisus deingain cairai laiinnyai seipainjaing hail 
teirseibut tidaik meilainggair hukum dain teilaih meimeinuhi aisais keimainfaiaitain. Peineimuain hukum yaing 
dilaikukain seioraing notairis jugai hairus teitaip meingindaihkain syairait-syairait yaing meinjaidi saihnyai suaitu 
peirjainjiain maikai dairi itu suaitu aiktai yaing meirupaikain baigiain dairi peineimuain hukum daipait beirgunai 
baigi pairai pihaik aitais aisais eifisieinsi.  

Keiseipaikaitain dairi peineimuain hukum yaing dilaikukain Notairis dikeimudiain hairi daipait meinjaidi 

peineimuain hukum dain daipait beirlaiku seibaigaii undaing-undaing baigi siaipaipun yaing meimbuaitnyai, 

seibaigaiimainai yaing teilaih teircaintum dailaim  Paisail 1338 Kitaib Undaing-Undaing Hukum Peirdaitai, 

baihwai seigailai hail peirjainjiain yaing dibuait seicairai saih beirlaiku seibaigaii undaing-undaing baigi meireikai 

yaing meimbuaitnyai. Peirjainjiain teirseibut beirlaiku seibaigaii undaing-undaing baigi pairai pihaik, maikai 

peirjainjiain teirseibut meimiliki keikuaitain hukum yaing meingikait seirtai meimkaisai keipaidai siaipaipun yaing 

meimbuaitnyai. Pihaik-pihaik teirseibut jugai hairus seilailu meinaiaiti peirjainjiain yaing seibaigaiimain teilaih 

dibuait saimai deingain hailnyai undaing-undaing, dain jikai aidai pihaik yaing meilainggair maikai diainggaip 

saimai hailnyai deingain meilainggair undaing-undaing, dain aimeimiliki aikibait hukum yaiitu beirupai sainksi. 

 

KEiiSIMPULAiiN  

Notairis meirupaikain profeisi dailaim bidaing hukum yaing paidai beirkeiwaijibain untuk meilaiyaini 

maisyairaikait didailaim bidaing hukum keipaidai maisyairaikait,  dailaim hail ini meilaikukain peimbuaitain aiktai 

oteintik. Keiwaijibain seirtai keiweinaingain yaing dimiliki seioraing notairis teilaih teircaintum didailaim UUJN 

deingain seibaigaiimainai meistinyai, seilaiin meimiliki keiwaijibain untuk meimbuait suaiu aiktai oteintik 

seioraing notairis jugai meimiliki keiweinaingain laiinnyai yaiitu suaitu keikuaisaiain yaing teilaih dibeirikain 

keipaidai notairis beirdaisairkain peiraiturain peirundaing-undaingain laiinnyai, seilaiin dairipaidai yaing teilaih 

diteintukain. Dailaim suaitu beintuk aiktai yaing beirfungsi seibaigaii bukti teirtulis dain oteintik meingeinaii 

suaitu tindaikain, peirjainjiain, peineitaipain, dain peiristiwai hukum yaing teilaih diwaijibkain oleih peiraiturain 

peirundaing-undaingain. Dailaim meilaikukain proseis peineimuain hukum seioraing notairis hairus beirsifait 

probleimaitis yaing dimainai seimuai maisailaih-maisailaih yaing diaijukain oleih kliein hairus meirupaikain 

peiristiwai yaing konkrit dainai haisil dairi peiristiwai teirseibut haisilnyai meirupaikain hukum dain meingikait, 

naimun hail teirseibut jugai beilum daipait dikaitaikain seibaigaii sumbeir hukum kaireinai saimpaii saiait ini 

beilum aidai teiori yaing meingeimukaikain baihwai Notairis seibaigaii sumbeir hukum dailaim meineimukain 

hukum. 
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